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Mengingat :

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

a.

1.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 622/04-/HK/2021
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangli tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indoneseia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indoneseia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Tahun 2020 Nomor 2);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

Menetapkan

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat:

laporan realisasi anggaran;

laporan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahan Daerah.

o o0 T W

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a Pendapatan Rp.1.012.111.114.390,65
b Belanja Rp. 845.706.694.909,93
¢ Transferr Rp. 158.210.966.678,00
surplus/defisit Rp. 8.193.452.802,72
d Pembiayaan :
Penerimaan; Rp. 56.919.478.338,74
Pengeluaran; dan Rp 0,00
pembiayaan netto Rp. 56.919.478.338,74
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.26,987.770.770.658,55 dengan rincian sebagai berikut :
1 Anggaran Pendapatan

setelah Perubahan Rp. 1.039.098.885.049,20
2. Realisasi Rp. 1.012.111.114.390,65
3. selisih Lebih/(Kurang) Rp. 26.987.770.658,55

b Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 89.183.886.031,48 dengan rincian sebagai berikut:
1 Anggaran Belanja setelah
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Perubahan Rp. 934.890.580.941,41
2. Realisasi Rp. 845.706.694.909,93
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 89.183.886.031,48
c Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp. 2.914.852.579,71 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Transfer

setelah Perubahan Rp. 161.125.819.257,71
2. Realisasi Rp. 158.210.966.678,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 2.914.852.579,71

d Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
Rp.1.963.188,82 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 56.917.515.149,92

2. Realisasi Rp. 56.917.515.149,92

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0]
Pasal 4

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 56.917.515.149,92
b. Penggunaan SAL sebagai

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 56.919.478.338,74
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp. (1.963.188,82)
d. Sisa lebih Pembiayaan

Anggaran Rp. 65.112.931.141,46

Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp. 65.112.931.141,46

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 1.268.162.017.043,32
b Jumlah Kewajiban Rp. 23.311.871.090,13
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional Rp. 959.988.479.092,41
b. Beban Rp. 1.014.686.976.933,60
c. Surplus/Defisit Operasional  Rp. (54.698.497.841,19)
d. Surplus/Defisit Non

Operasional Rp. 79.907.459,49

Surplus/Defisit

setelah Pos Luar Biasa Rp. (2.862.976.265,00)
e. Surplus/Defisit — LO Rp. (57.481566.646,70)
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Pasal 7

Huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per Rp. 56.917.515.146.92
1 januari 2019

b. Arus Kas dari Aktivitas Rp. 65.334.566.826,62
Operasi

c. Arus Kas dari Rp. 0,00
Aktivitas Investasi

d. Arus Kas dari Aktivitas Rp. 0,00
Pendanaan

e. Arus Kas dari Aktivitas Rp. 6.757.161,00
Transitoris

f. Saldo Kas akhir Rp. 65.119.688.302,46

per 31 Desember 2020

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 1.297.078.519.923,62
b. Surplus/(Defisit) LO Rp. (57.481.566.646.,70)
¢ Dampak Kumulatif Rp. 5.253.192..676,27

Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp. 1.244.850.145.953,19

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri

dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran,;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah
dan Organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan,belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut Urusan Pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
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keuangan daerah;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : Laporan operasional,;

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII : Catatatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

j- tidak tertagih;

k. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

1. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

m. Lampiran XII Daftar rekapitulasi penambahan dan
pengurangan asset tetap daerah;

n. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

o. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi kontruksi dalam
pengerjaan;

p. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi aset lainnya,;

q. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

r. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

s. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang

t. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
Diselesaikan sampai akhir tahun dan
Dianggarkan kembali dalam  tahun
angaran berikutnya;

u. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahan Daerah

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja dan Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Agustus 2021
BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(1, 26/2021)

sesual dengan aslinya

) B.-\(}l:\.\' HUKUM DAN HAM

~ INA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003

www.jdih.banglikab.go.id




